PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

JI. Urip Sumoharjo Nomor 306 B Telp. 465006
E-mail: disnakerkabmadiun@amail.com
MADIUNB63129

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 000.,8.3.2/ WM /KPTS/402.114/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MADIUN

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN MADIUN,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesual dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
guna mewujudkan kepastian hak dan kewsjiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaran
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan

bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja
pelayanansesuai  kebuluhan masyarakat dan selaras dengan
kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan
masyarakal, maka periu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan
Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Perindustrian Kabupaten Madiun;

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Undang — undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kall, terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomar 23 Thun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraluran Pemerinlah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



Menetapkan
KESATU

KEDUA,

KETIGA

KEEMPAT

-2.

6. Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekiranik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

B. Kepulusan Menleri Pemberdayagunaan Aparalur Megara Nomor
B3/KEP/M PAN/7/2003 lenlang Pedoman WUmum Penyelenggaraan
Pelayan Publik;

9. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor
25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepulusan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor
26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Publik;

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten
Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten
Madiun meliputi lingkup pelayanan:

1.  Rekomendasi Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Pelayanan Kartu AK |

Pelayanan PMI dan Pengesahan Perjanjian Penempatan
Petunjuk Teknis Verifikasi Teknis dalam rangka Pemenuhan Komitmen
Perolehan lzin Usaha Industri

bl

5. Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Standar Pelayanan sebagaiamana terlampir dalam Lampiran Keputusan inl
wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 7 November 2023

ALA DINAS TENAGA KERJA
£ TRIAN KABUPATEN MADIUN

: ?20504 189201 1 003



Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Kabupaten Madiun

- 000.8.2.2/414/KPTS/402,114/2023
Tanggal : 7 November 2023

Nomar

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MADIUN

1. REKOMENDASI IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA

NO

1. | Persyaratan

KOMPONEN

2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
|

U

URAIAN

Surat Permohonan
Nomeor Izin Berusaha (NIB)

Fotocopy Akta Pendirian Lembaga

Daftar riwayal hidup penanggung jawab LPK
Fotocopy NPWP Lembaga
Fotocopy tanda kepemilikan atau sewa atas

sarana prasarana yang dimiliki LPK

Profil LPK yang ditandatangani Penanggubng

jawab

Fotocopy surat keterangan domisili lembaga
pamohon dari desa setempal

3. | Jangka Waktu Pelayanan

Pemohon datang ke Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian

FPemohon Perizinan

h J

Femaohon ment ukupl parsyaratan

zin sesual regulasi izin pendiran
Lambaga Pelatihan

h |

Pemohon mendaftar 0SS dan
upload persyaralan

p
Wenhiasi Ve
persyaratan b kas|
kurang akan pérsyaratan bila
lengkap akan
untuk direvisi disshuui
AN A

r
r —

Survey Lokas!

|

Y

Penerbitan Rekomendasi
Izin Lembaga Pelathan Kera Swasta

b
[y




| 4 | Biaya/Tarif

5 |Pmduh Pelayanan

|'_ 6. | Penanganan Penggduan._Saran dan Masukan

i' 7. | Dasar Hukum

Rp. 0 (Gratis) |

Rekomendasi |zin Lembaga Izin Pelatihan Swasta
'a) E-mail : disnakerin@madiunkab.qgo.id a
by Telepon : 0351-4650086

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten |
| Madiun JI. Urip Sumoharjo No. 3068
|c) Sukma-g:

(bisa diakses melalui barcode diatas)
1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

lentang Penetapan Peraturan Pemerintah

pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ‘
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;,
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17

|
Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan |

Pendaftaran Lembaga Pelalihan Kerja;

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Momor €
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
danfatau Produk pada Penyerenggaraan|
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Ketenagakerjaan,; |

4. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan ‘
Kabupaten/Kola;

5. Peraturan Bupati Madiun Nemor 10 Tahun 2023 |
lentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas

dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan |
Perindustrian Kabupaten Madiun.

8. | Sarana Prasarana/Fasilitas

9. | Kompetensi Pelaksana

10. | Pengawasan Internal

| 11. | Jumlah Pelaksana

"12. | Jaminan Pelayanan

1

Ketersediaan Ruang Tunggu _|
Ketersediaan Loket Pelayanan

Ketersediaan Toilet |
Komputer dan Printer

Alat Tulis Kantor |
Minimal Berijazah SMA/Setara o
Mampu berkomunikasi dengan baik

L L

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

I Atasan Langsung ‘

’ 1 Crang

Tamu yang datang berkonsultasi mendapatkan |
hasil yang memuaskan sesuai tujuan konsultasi




13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Apablla hasil kensullasi kurang memuaskan, maka

Falayanan akan dicarikan solusi terbaik dan tamu yang

berkonsultasi akan dihubungi kembali

1 —_—
|

14 ‘Eva!uasikineqa Pelayanan Melaporkan hasil konsultasi kepada atasan dan |

[ meminla petunjuk apabila terdapat kesulitan dalam |

[ memecahkan masalah



2. PENERBITAN AK |

NO KOMPONEN

1. Persyaratan

2. i Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

| 3. | Jangka Waktu Pelayanan

4. | Biaya/Tarif

5. I Produk Pelayanan

URAIAN

e woN

15 Menit

Foto Copy KTP Pemohon
Foto Copy ljasah

Sudah mendaftarkan din di portal SiapKerja

Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik
pada loket Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian

s —
Pencan Kena diterima oleh
Petugas Fronl Office loket

Dinas Tenaga Kerja dan Penndusinan

LN s

|
Y
J— ~

memeriksa kelengkapan berkas

LN

(" Y
Verifikasi
persyaratan bila Ve;::::’mm
kurang akan p;ﬁun akan
dikembalikan disetujui

untuk girevisi

\Valdasi datam portal SiapKerja Kemnaker RI|

Petugas di Back Office maupun Front Office |

kemudian di kartu AK 1

'

-
Pengesahan Kartu AK | yang sudah dicetak
oleh petugas dan dibubuhkan foto Pencan
Kerja

\

Rp. 0 (Gralis)

Pelayanan AK |

6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

b) Telepon : 0351-465006
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten
Madiun JI. Urip Sumoharjo No. 3068
¢) Sukma-e:

(bisa diakses melalui barcode diatas)

Rt el e
7. | Dasar Hukum

Foto Bewarna Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar

1. Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017

tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
sebagaimana lelah diubah dengan Undang—|
undang (UJU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 |
Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 |

Pekerja Migran Indonesia;

‘ Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun |
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkal Daerah Kabupaten Madiun;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2023
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas

dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan

Perindustrian Kabupaten Madiun. '

| 1. Ketersediaan Ruang Tunggu

2. Ketersediaan Loket Pelayanan |

3. Ketersediaan Sarana Khusus Penyandang
Disabilitas

4. Ketersediaan Loket Khusus Penyandang

Disabilitas

Ketersediaan Toilet ‘

Komputer dan Printer

Alat Tulis Kantor |

w N ol e o

Minimal Berijazah S1/Setara
Mampu berkomunikasi dengan baik
Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

8. | Sarana Prasarana/Fasilitas
9. | Kompetensi Pelaksana
10. | Pengawasan Internal
' 11. | Jumlah Pelaksana
12. | Jaminan Pelayanan
13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan
i
|14 | Evaluasi Kinerja Pelayanan

Atasan Langsung ‘

3 Orang

| Tamu yang datang berkonsultasi mendapatkan ‘

hasil yang memuaskan sesuai tujuan kansultasi

| Apabila hasil konsultasi kurang memuaskan, maka |

akan dicarikan solusi terbaik dan tamu yang‘
| berkonsultasi akan dihubungi kembali

Melaporkan hasil konsultasi kepada atasan dan |
meminta petunjuk apabila terdapat kesulitan dalam

memecahkan masalah



3. PELAYANAN PMI DAN PENGESAHAN PERJANJIAN PENEMPATAN

NO KOMPONEN
| 1. | Persyaratan

URAIAN

1. Sural permohonan verifikasi berkas CPMI dan —I
Pengesahan Perjanjian Penempatan

Karlu AK |

Fotocopy KTP Pemohon

Fotocopy KTP Pemberi lzin ‘
Folocopy Kartu Keluarga

Fotocopy Akte Kelahiran
Fotocopy ljasah ‘
Surat Izin Keluarga yang diketahui Kepala Desa

& N O WwN

selempat
9. Fotocopy Surat Nikah |
| 10. Surat Keterangan sehal
11. Fotocopy Kartu Kepersertaan Jamsosnas
12. Perjanjian Penampatan |
13. Surat Keterangan lain apabila diperlukan 1

‘2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

3. | Jangka Waklu Pelayanan

1. Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik
pada lokel Dinas Tenaga Kerja dan |

Perindustrian |
[ Pomahan g2enma oleh _]

Pebugas Fromi Ofce lokel
L iDwnas Temaga Keda dan Pernauinan

!

Pelugas i Back Offce mnnfmﬂm-]
memerica kelenghacan beras J—|

==l

ﬂ#ﬂﬂﬁ*\

Y

mm-nﬂ
S
k.

P
\ummmmwm—m"
| emsian gl cetak untuk diajulan tnds.
ngan ke pelanat yang berwenang untuk | |
chvalciand dan Otanea Langani

3 Hari

4. | Biaya/Tarif

Rp. O {Gratis)

Produk Pelayanan

5
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

| Parayam_PMI dan Pengesahan Perjanjian

Pe nampalar:

a) E-mail : disnakerin@madiunkab.qo. id

b) Telepon : 0351-465006

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten
Madiun JI. Urip Sumoharjo No, 306B




{‘F ‘Dasar Hukum

|
| 8. | Sarana Prasarana/Fasilitas

'79._ Kompelensi Pelaksana

lc) Sukma-e:

:'_:.I:::.r
Ok;

{bisa diakses melalui barcode diatas)

O NS~ e o

R

>

. Undang-undang (UU) Nemor 18 Tahun 29F|

tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Undang-|
undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang |
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 |
Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan MNomor 9
Tahun 2019 tentang Tata Cara F"enempalani
Pekerja Migran Indonesia;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas|
Peraluran Daerah Kabupaten Momor 6 Tahun
2016 tentang Pembenlukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2011 tenlang Standar Operasional |
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota; |
Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2023 |
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan |
Perindustrian Kabupaten Madiun.
Ketersediaan Ruang Tunggu
Kelersediaan Loket Pelayanan

Ketersediaan Sarana Khusus Penyandang
Disabilitas

Ketersediaan Loket Khusus Penyandang
Disabilitas

Ketersediaan Toilet

Komputer dan Printer

Alat Tulis Kantor

Minimal Berijazah S1/Setara
Mampu berkomunikasi dengan baik

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

10. | Pengawasan Internal

11. | Jumlah Pelaksana

Atasan Langsung

3 Orang



14

Jaminan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamalan

Pelayanan

" Evaluasi Kinerja Pélayanan

Tamu yang datang berkonsultasi mendapatkan
hasil yang memuaskan sesuai lujuan konsultasi

' Apabila hasil konsultasi kurang memuaskan, maka |

akan dicarikan solusi terbaik dan tamu yang
berkonsultasi akan dihubungi kembali

Melaporkan hasil konsultasi kepada atasan dan
meminta petunjuk apabila terdapal kesulitan dalam

memecahkan masalah



4. PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI TEKNIS DALAM RANGKA PEMENUHAN KOMITMEN
PEROLEHAN IZIN USAHA INDUSTRI

KOMPONEN URAIAN

I —_— —
| 1. | Persyaratan 1. Surat Permohonan Verifikasi Teknis
| 2. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Folocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
. ‘ 4. Surat Keterangan Lokasi Usaha |
‘ 5. Surat Pernyataan Memiliki akun SlINas (bermaterai)
| 6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (bermalerar)
2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1. Pemohon datang ke Dinas Tenaga Kerja dan |
‘ Perindustrian
{ Permononan Pemenunan Venfikas: )
Pefsyaratan dengan WNama Parizinan
J Sertifikal Standar telah ler-upload gl 0SS ) ‘
! :
Pemohon menyampalkan Permohanan
| Verifikasi Teknis ke Kepala Dinas dengan
melampirkan persyaratan
' \
Selelsh di Disposisi oleh Kepala Dinas,
Pelaksanaan Venhkast teknis dilakukan
‘ dengan pameriksaan dokumen
4 By ‘
Verniflas! Verifiasi
Mg akan | —| PeraEntia
dikembalican kap aksn
uniuk drevisi disetujul |
I L A
[ . ¥
Survey Lokasl
| ]
Valigasi Dokumen/
Pembuatan Bema Acara
Y
J fFanranualan Benta Acara kepads I<enahW
vnas, dianjuikan dengan pembuatan Surat
Kepulusan Kepala Dinas dan
L Lampiran Teknis )
¥
(" Upload Lampiran Teknis ke 0SS, maka ) ‘
pemenuhan venfikasi persyaralan dengan
nama perizinan sertifikal standar telah
larpenuhl
M A
3. | Jangka Waktu Pelayanan ‘ 2 Harl
4. | Biaya/Tarif Rp. 0 (Gralis) |
" 5. | Produk Pelayanan o Petunjuk Teknis Verifikasi Teknis Dalam Rangka ‘
' Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Usaha Industri
6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan a) E-mail :disnakerin@madiunkab.qo.id !
Maaulean b) Telepon : 0351-465006
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun ‘
JI. Urip Sumoharjo No. 3068




'r.}" Sukma-e : o (O f750s oy

Ofi:8= % 0

(bisa diakses melalui barcode diatas)

' 7. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang'
Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang (UU) Nemor 6 Tahun 2023 tentang

Penelapan Peraturan Pemerintah penggantl Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kera ‘
menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomaor 23 Tahun
20014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomar 107 Tahun 2015 |zin
Usaha Industri;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Naomor
64/m-ind/per/7/2016 Tahun 2016 tentang Besaran
Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi
Usaha Industri;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018

tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan lzin Usaha
Induslri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekironik:

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada |
Penyelenggaran Perizinan Berusaha berbasis Risiko
Sektor Perindustrian

/8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

| Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

|8. Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata |

Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten |
Madiun,

Kelers-édiaan_hu.én_gj Tunggu

8. |r Sarana Prasarana/Fasilitas
Ketersediaan Loket Pelayanan
Ketersediaan Tollet
Komputer dan Printer
Alat Tulis Kantor

Minimal Berijazah SMA/Setara
: Marmpu berkomunikasi dengan baik

L ! |

Noalo R W o




3 Mampu mengoperasikan kamputer dengan baik

10 | Pengawasan Internal Alasan Langsung
11 Jumlah Pelaksana 1 QOrang
12 Jaminan Pelayanan Tamu yang datang berkonsullasi mendapatkan hasil yang

memuaskan sesuai tujuan konsullasi

13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Apébnla hasil konsultasi kurang memuaskan, maka akan
Pelayanan dicarikan solusi terbaik dan tamu yang berkonsultasi akan

dihubungi kembali

i 14. | Evaluasi Kinerja Pelayanan Melaporkan hasil konsultasi kepada atasan dan meminla

pelunjuk apabila terdapat kesulitan dalam memecahkan

masalah




5. PERMOHONAN MEDIASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

IND

KOMPONEN

1 -Fei"éjrﬁratan

[ 2. ‘ Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

| URAIAN

1. Surat Permohonan

|2, Surattanda bukti telah dilaksanakan bipartit tap
tidak ada kesepakatan

1. Pemohon datang ke Dinas Tenaga Kerjadan

Perinduslrian

i =
Pemonon mengajulan
permohonan medas:

L. r

I 'L '

Pemohon mencukupl persyaratan untuk
mediasi

s ™ ¢ ™)
WVenfikasi Venfikas
persyaralan bda persyaratan ia

»  kurang akan Izngiap akan
dikembalian dyadwaban
untuk greis medas:

b i, e A
[ |
L4 ¥
Ada Tidak Aza
Kesepakatan Kesepakatan
r F
i Y ' ™y
Dibuatican
Perjanjian
Barsama (FB) D:;‘u;!hn
dan didatarkan juran
ke PPHI
p. "y A | A
. '
-
Anjuran Dienma Anjuran Driotak

Diuatican
Perjanjian
Bersama (P8} D“m ke
dan didafiaran
ki PPHI

30 Hari

| Rp. 0 (Gratis)

| Mediasi Penyaasaian Perselisihan Hubun_ga;
Industrial

| 3. | Jangka Waklu Pelayanan
| 4 | Biaya/Tarif

5. | Produk Pelayanan
[

B.

| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

a) E-mail - disnakerin@madiunkab.qo.id

b) Telepon : 0351-465006

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten
Madiun JI. Urip Sumoharjo No. 3068

c] Sukma-e: E

(bisa diakses melalui barcode diatas)




-

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

lentang Penetapan FPeraturan Pemenntah
pengganti Undang-Undang Momor 2 Tahun
2022 tenlang Cipla Kerja menjadi Undang-
Undang,

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun
2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertenlu,
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja;

4, Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2023
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan |
Perindustrian Kabupaten Madiun.

Sarana Prasarana/Fasilitas

Ketersediaan Ruang Tunggu
Ketersediaan Ruang Mediasi

7| Dasar Hukum
5

) Kompetensi Pelaksana
10. | Pengawasan Internal
11. | Jumlah Pelaksana
12. | Jaminan Pelayanan

Minimal Berijazah S1/Setara
Mampu berkomunikasi dengan baik

e B

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
'

| Atasan Langsung

5 Orang
' Tamu yang datang berkonsultasi mendapatkan
hasil yang memuaskan sesuai tujuan konsultasi

13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pelayanan

Apabila hasil konsultasi kurang memuaskan, maka |
akan dicarikan solusi terbaik dan tamu yang
berkonsultasi akan dihubungi kembali

14,

Evaluasi Kinerja Pelayanan

Melaporkan hasil konsultasi kepada atasan dan
' meminta petunjuk apabila terdapat kesulitan dalam
memecahkan masalah
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